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Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:
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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI1/2018 dibuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon,
dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-
XV1/2018, saya sendiri, Muhammad Hafidz, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR ada surat, “Tidak bisa mengikuti sidang karena
ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan.”
Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat
siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah, yang hadir Ibu Ninik Hariwanti (Direktur
Litigasi Perundang-undangan). Saya Purwoko dan sebelah kanan saya,
Bapak Dimas dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar
keterangan ... keterangan ahli dari Pemohon, ya. Sudah ada keterangan
tertulis?
PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ

Sudah, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ

Tapi baru dimasukkan pagi ini (...)
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diterima. Ahlinya tidak hadir kan?
PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ

Karena Pemohon mengacu pada persidangan-persidangan
sebelumnya, biasanya kalau dua hari sebelumnya kan (...)

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, betul (...)
PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ

Ahlinya enggak didengar. Jadi, Pemohon dalam kesempatan ini
meminta kesempatan, Yang Mulia, untuk menghadirkan ahli.

KETUA: ANWAR USMAN
Oh, tetap menghadirkan, ya?
PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ
Tetap menghadirkan.
KETUA: ANWAR USMAN
Baik, kalau begitu. Tetap satu, ya?
PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ
Tetap satu, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Pemerintah apa mengajukan ahli? Tidak. Oh, baik.
Karena Pemohon masih akan mengahadirkan, ya. Keterangan ini
sama hadir, itu sebenarnya enggak ... enggak berbeda, sama saja.

Gimana apa tetap mau menghadirkan Ibu Bivitri ini? Supaya cepat
selesai.



18.

19.

PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ
Kalau berkenan tetap minta dihadirkan, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya sudah. Ya, baik kalau begitu. Nanti penundaan sidangnya akan
ditentukan  kemudian, tinggal menunggu pemberitahuan dari
Kepaniteraan. Toh, surat keterangan ... apa ... keterangan ahlinya juga
sudah diterima. Begitu, ya? Baik. Pemerintah begitu, ya? Jadi,
penundaannya menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB
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